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Abstrak:
Potensi wakaf umat Islam sangat besar, akan tetapi potensi tersebut belum
maksimal dalam pengembangan dan pengelolaannya, walaupun tidak dapat
dipungkiri bahwa wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam
pembangunan  masyarakat. Oleh karena itu strategi pengelolaan wakaf yang
baik perlu diciptakan guna mewujudkan harta wakaf yang produktif dan
profesional dalam pengelolaannya. Sebagai salah satu institusi keagamaan
yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi Wakaf Tunai tidak hanya
berfunsi  ibadah tapi juga berfungsi sosial. Ia merupakan salah satu
manifestasi  iman dan rasa solidaritas antara sesama manusia. Dalam
fungsinya sebagai ibadah ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si
wakif yang pahalanya terus mengalir. Dalam fungsinya sebagai ibadah sosial
Wakaf Tunai merupakan asset yang amat bernilai dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi.
Kata kunci : harta, wakaf, produktif, profesional
Abstract:
Muslim waqf potential is huge, but the potential is not maximized in the
development and management, although it can not be denied that endowments
have played a very important role in community development. Therefore waqf
management strategies need to be created in order to realize both waqf
property productive and professional in its management. As one of the
religious institutions that are closely related to socioeconomic Cash Waqf
berfunsi not only worship but also a social function. He is one of the
manifestations of faith and a sense of solidarity between human beings. In its
function as a worship he expected would be a provision for the life of the
reward wakif continues to flow. In its function as a social worship Cash Waqf
is a very valuable asset in promoting economic growth.
Keywords: property, endowments, productive, professional
ﺺﻠﺨﺘـــــــ ﺴﻤﻟا:
ﻒـــﻗﻮﻟا ﺔـــــ ﻠﻤﺘﺤﻤﻟا ﻢﻠـــ ﺴﻣ ﺔﻤﺨﺿ، ﻦـــ ﻜﻟو ﻻ ﻢــــﺘﯾ ﺮﯿــــــــ ﺒﻜﺗ ﺔـــــ ﻠﻤﺘﺤﻤﻟا ﻲـــ ﻓ ﺔـــــــ ﯿﻤﻨﺘﻟا
ةرادﻹاو ، ﻰــ ﻠﻋ ﻢﻏﺮــ ﻟا ﻦﻣ ﮫﻧ أ ﻻ ﻦـــ ﻜﻤﯾ رﺎــﻜﻧإ نأ فﺎــﻗوﻷا ﺪــ ﻗ ﺖـــــ ﺒﻌﻟ ارود ﺎﻣﺎھ اﺪﺟ ﻲـــ ﻓ
ﺔـــــﯿﻤﻨﺗ ﻊــــﻤﺘﺠﻤﻟا. اﺬــ ﻟ جﺎـــــ ﺘﺤﺗ تﺎﯿﺠﯿﺗاﺮﺘــــــــــﺳا ةرادإ ﻒـــﻗﻮﻟا داﺮـﻤﻟا هؤﺎـــ ﺸﻧإ ﻦﻣ ﻞﺟأ
ﻖــــــﯿﻘﺤﺗ ﻞـﻛ ﻦﻣ كﻼﻣأ ﻒـــﻗﻮﻟا ﺔــــــﯿﺟﺎﺘﻧﻹا ﺔــــ ﯿﻨﮭﻤﻟاو ﻲـــ ﻓ ﺎــ ﮭﺗرادإ. ﺎــــــھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ةﺪﺣاو ﻦﻣ
تﺎــــﺴﺳﺆﻤﻟا ﺔـــــــ ﯿﻨﯾﺪﻟا ﻲﺘــــﻟا ﻂﺒﺗﺮـــــــﺗ ﺎـــــطﺎﺒﺗرا ﺎــــــ ﻘﯿﺛو ﺔـــــ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔﯾدﺎــــــــﺼﺘﻗﻻاو
ﺔــــــﯾﺪﻘﻨﻟا ﻒـــﻗﻮﻟا berfunsi ةدﺎـــــ ﺒﻌﻟا ﺐــــﺴﺤﻓ، ﻞــﺑ ﺎـــﻀﯾأ ﺔــــﻔﯿظو ﺔــــ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟا. لﺎــ ﻗو ﮫﻧ ا ﻮھ
ﺪﺣاو ﻦﻣ ﺮھﺎﻈﻣ نﺎـــﻤﯾﻹا حورو ﻦﻣﺎـــــﻀﺘﻟا ﻦــــﯿﺑ ﺮـــــﺸﺒﻟا. ﻲـــ ﻓ ﺎــــــﮭﺘﻔﯿظو ﺎــــــھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ةدﺎــﺒﻋ
ﮫﻧ ا ﻊــــــﻗﻮﺘﯾ نأ نﻮـــﻜﯾ ﺎﻤ ﻜﺣ ةﺎــــ ﯿﺤﻟ باﻮــــ ﺜﻟا ﻒــ ﻗاو ﺮﻤﺘــــــﺴﯾ ﻲـــ ﻓ ﻖﻓﺪـــــــ ﺘﻟا. ﻲـــ ﻓ
ﺎــــــﮭﺘﻔﯿظو ﺎــــــھرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ةدﺎـــــ ﺒﻌﻟا ﺔـــــ ﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺔــــــﯾﺪﻘﻨﻟا ﻒـــﻗﻮﻟا ﻮھ اﺪﯿـــﺻر ﺎـــﻤﯿﻗ ﺔـــــﯾﺎﻐﻠﻟ
ﻲـــ ﻓ ﺰﯾﺰـــــﻌﺗ ﻮـــ ﻤﻨﻟا يدﺎــــــﺼﺘﻗﻻا.
تﺎـﻤﻟ ﺚــــﺤﺒﻟا: ﺔـــــﯿﻜﻠﻤﻟا فﺎـــ ﻗوﻷاو ﺔــــــﯿﺟﺎﺘﻧﻹاو ﺔــــ ﯿﻨﮭﻤﻟاو
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A. Pendahuluan
Sesuai dengan amanat undang-undang bahwa harta wakaf harus
dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga harta wakaf dapat
berkembang dan dapat mewujudkan bagi kesejahteraan umat. Untuk
memaksimalkan pemanfaatan harta wakaf tersebut maka dibutuhkan
peran nadzir sebagai penerimah amanah harta wakaf.
Salah satu faktor utama terhadap kemajuan atau kemunduran
pengelolaan harta wakaf sangat ditentukan oleh manajemen
pengelolaan wakaf itu sendiri. Sampai saat ini masih kita temukan
harta wakaf dikelola dengan cara tradisional, sehingga fungsi dan
perannya sebagai problem solusi baik ekonomi maupun sosial  sulit
untuk terwujud.
Agar harta wakaf dapat terjamin kekekalannya baik fungsi dan
kemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf, maka diperlukan adanya
beberapa orang atau suatu badan yang bertugas untuk mengelola dan
mengawasi harta wakaf. Kelompok orang atau badan hukum yang
bertugas mengelola dan mengawasi harta wakaf itu disebut nadzir.1
Pada dasarnya wakaf telah lama dikenal di Indonesia. Namun
demikan dalam perkembangan selanjutnya wakaf kurang dikenal dan
kurang mendapat perhatian yang serius dari sebagian besar kalangan,
baik pemerintah, masyarakat, ulama dan lembaga non pemerintah
(LSM).2
Di Amerika serikat misalnya, sebuah negara sekuler terbesar di
dunia, wakaf bagi warga Muslimin minoritas di sana telah dikelola
secara profesional dan oleh lembaga keuangan Islam yang juga sangat
bonafid yakni the Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF), dan
berkat upaya dan kerja profeisonalnya kini di New York telah berdiri
sebuah apartemen senilai US$85 juta di atas tanah yang dimiliki the
Islamic cultural Center of New York (ICCNY).3
Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan
masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi di
saat negeri kita sedang mengalami krisis ekonomi yang memerlukan
partisipasi banyak pihak. Oleh karena itu sudah selayaknya umat
Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya
mengapresiasi peraturan perundangan  perwakafan tersebut secara
1 KH. Sofiyan Hasan, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, (Cet. I; al-Ikhlas:
Surabaya, 1995), h. 92
2 M.A. Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam,
Ciber: Depok, 2005), h. 10
3 Ibid, h. 11
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positif. Hadirnya regulasi tersebut merupakan penyempurnaan dari
beberapa peraturan perundangan wakaf yang sudah ada dengan
menambah hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara
produktif dan profesional.4
Oleh karena itu untuk mewujudkan agar harta wakaf dapat
dikelola secara profesional, maka Insya Allah akan disampaikan
dibawa ini beberapa hal penting yang berhubungan dengan
pengelolaan harta wakaf secara profesional, antara lain: Perspektif Al-
Qur’an, Hadits dan hukum positif Tentang Wakaf, Strategi
Pengelolaaan/Pemberdayaan Harta Wakaf secara
Produktif/Profesional, Pemanfaatan wakaf  Tunai dan Penyelesaian
Sengketa Harta Wakaf.
B. Perspektif  al-Quran, Hadits dan Hukum Positif  Tentang
Wakaf
Wakaf  berasal dari bahasa Arab al-waqf bentuk masdar dari
waqfan, yaqifu, waqafa. Kata al-waqf semakna dengan al-habs
bentuk masdar dari Habsan, yahbisu, habasan, artinya menahan.
Dengan demikian wakaf  menurut istilah  adalah menahan harta dan
memberikan manfaatnya di jalan Allah.5
Imam Taqiyuddin Abi Bakr lebih menekankan tujuannya, yaitu
menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya
guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah
SWT. 6
Menurut Imam Syafi’i, Maliki dan imam Ahmad, wakaf adalah
suatu ibadat yang disyariatkan. Hal ini disimpulkan baik dari
pengertian – pengertian umum ayat al-Qur’an maupun hadis yang
secara khusus telah menceritakan kasus-kasus wakaf di zaman
Rasulullah Saw.7
Dalil atau ayat al-Qur’an yang digunakan oleh para ulama dalam
menerangkan perihal wakaf itu didasarkan pada ayat-ayat yang
menjelaskan tentang infaq dan sedekah. Karena memang secara
khusus tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf
secara konkrit tekstual. Walaupun ayat-ayat tersebut secara eksplisit
4 Achmad Junaidi dan Tobieb al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, (Cet. IV;
Mumtaz Publishing: Depok, 2007), h. 90
5 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Cet VI; PT. Raja Grapindo Persada:
Jakarta, 2003), h. 490
6 Ibid.
7 H. Adijani Al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek,
(Cet. 5; PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004), h. 27
117
tidak mencantumkan kata wakaf akan tetapi kegiatan infaq dan
sedekah di jalan Allah  secara implisit juga merupakan bagian dari
kegiatan wakaf. Berikut ini beberapa ayat-ayat al-Quran yang
menjelaskan tentang wakaf antara lain Qur’an surat al Hajj ayat 77 :
                   
     
“ Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah
kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya
kamu mendapat kemenangan.”
                   
            
“ Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki
maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka
Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang
baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada
mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah
mereka kerjakan.” QS. An-Nahl: 97
 ﷲو ﺔﺒﺣ ﺔﺌﻣ ﺔﻠﺒﻨﺳ ﻞﻛ ﻲﻓ ﻞﺑﺎﻨﺳ ﻊﺒﺳ ﺖﺘﺒﻧأ ﺔﺒﺣ ﻞﺜﻤﻛ ﷲ ﻞﯿﺒﺳ ﻲﻓ ﻢﮭﻟاﻮﻣأ نﻮﻘﻔﻨﯾ ﻦﯾﺬﻟا ﻞﺜﻣ
ﻢﯿﻠﻋ ﻊﺳاو ﷲو ءﺎﺸﯾ ﻦﻤﻟ ﻒﻋﺎﻀﯾ. اﻮﻘﻔﻧأ ﺎﻣ نﻮﻌﺒﺘﯾ ﻻ ﻢﺛ ﷲ ﻞﯿﺒﺳ ﻲﻓ ﻢﮭﻟاﻮﻣأ نﻮﻘﻔﻨﯾ ﻦﯾﺬﻟا
و ﻢﮭﺑر ﺪﻨﻋ ﻢھﺮﺟأ ﻢﮭﻟ ىذأ ﻻو ﺎﻨﻣنﻮﻧﺰﺤﯾ ﻢھ ﻻو ﻢﮭﯿﻠﻋ فﻮﺧ ﻻ
“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang
yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa
dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada
tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan
(ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha
Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang-orang
yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka
tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan
menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti
(perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi
Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan
tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S. al-Baqarah (2): 261-
262).
ﻦﻣ ﻢﻜﻟ ﺎﻨﺟﺮﺧأ ﺎﻤﻣو ﻢﺘﺒﺴﻛ ﺎﻣ تﺎﺒﯿط ﻦﻣ اﻮﻘﻔﻧأ اﻮﻨﻣآ ﻦﯾﺬﻟا ﺎﮭﯾأ ﺎﯾ اﻮﻤﻤﯿﺗ ﻻو ضرﻷا
ﺪﯿﻤﺣ ﻲﻨﻏ ﷲ نأ اﻮﻤﻠﻋاو ﮫﯿﻓ اﻮﻀﻤﻐﺗ نأ ﻻإ ﮫﯾﺬﺧﺂﺑ ﻢﺘﺴﻟو نﻮﻘﻔﻨﺗ ﮫﻨﻣ ﺚﯿﺒﺨﻟا
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“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan
Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan
sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk
kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu
kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak
mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata
terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi
Maha Terpuji.” (Q.S. al-Baqarah (2): 267).
ﻢﯿﻠﻋ ﮫﺑ ﷲ نﺈﻓ ءﻲﺷ ﻦﻣ اﻮﻘﻔﻨﺗ ﺎﻣو نﻮﺒﺤﺗ ﺎﻤﻣ اﻮﻘﻔﻨﺗ ﻰﺘﺣ ﺮﺒﻟا اﻮﻟﺎﻨﺗ ﻦﻟ
“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang
sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa
yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka
sesungguhnya Allah mengetahuinya” (Q.S. Ali Imran (3): 92)
Dalil–dalail tersebut di atas menjelaskan tentang ganjaran
kebaikan dan pahala yang berlipat ganda bagi mereka yang
menginfakkan hartanya untuk di jalan Allah. Demikian halnya di
dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
dari Abu Hurairah ra:
 ﻮﻋﺪﯾ ﺢﻟﺎﺻ ﺪﻟو وأ ﮫﺑ ﻊﻔﺘﻨﯾ ﻢﻠﻋ وأ ﺔﯾرﺎﺟ ﺔﻗﺪﺻ ثﻼﺛ ﻦﻣ ﻻا ﮫﻠﻤﻋ ﻊﻄﻘﻧا نﺎﺴﻧﻻا تﺎﻣ اذا
ﮫﻟ
Artinya: “Apabila mati anak Adam, maka terputuslah
dariapadanya semua amalnya kecuali tiga hal yaitu: sedekah
jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang
mendoakannya.
Di dalam hadis lain pula dikisahkan bahwa Umar bin al-
Khathtab ketika memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian
beliau meminta petunjuk Nabi SAW tentang tanah tersebut,
Nabi SAW menganjurkan untuk menahan asal tanah dan
menyedekahkan hasilnya. Hadis tentang hal ini adalah
ﷲ ﻰﻠﺻ ﻲﺒﻨﻟا ﻰﺗأ ﮫﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ﺮﻤﻋ نأ ﺮﻤﻋ ﻦﺑ ﷲ ﺪﺒﻋ ﻦﻋ ﻚﻠﻣ ﺪﻗ نﺎﻛو ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ
نأ تدرأ ﺪﻗو ﮫﻠﺜﻣ ﺐﺻأ ﻢﻟ ﻻﺎﻣ ﺖﺒﺻأ ﺪﻗ لﺎﻘﻓ ﺮﺒﯿﺧ ﻦﻣ ﻢﮭﺳ ﺔﺋﺎﻣ ﻰﻟﺎﻌﺗ ﷲ ﻰﻟإ ﮫﺑ بﺮﻘﺗأ
ﺒﺣ لﺎﻘﻓةﺮﻤﺜﻟا ﻞﺒﺳو ﻞﺻﻷا ﺲ
“Dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Umar bin
Khattab mendatangi Nabi SAW, (pada waktu itu) Umar baru
saja memperoleh 100 kavling tanah Khaibar (yang terkenal
subur), maka Umar berkata, ‘Saya telah memiliki harta yang
tidak pernah saya miliki sebelumnya dan saya benar-benar
ingin mendekatikan diri kepada Allah SWT melalui harta ini.’
Maka Rasulullah SAW bersabda, ‘Tahanlah asal harta
119
tersebut dan alirkan manfaatnya’. (H.R. al-Bukhari, Muslim,
al-Tarmidzi, dan al Nasa’i).
Para Ulama sepakat bahwa wakaf adalah merupakan suatu amal
jariah dan kegiatan wakaf sudah sejak zaman sahabat Nabi telah
dijalankan sebagai amalan yang disyariatkan dalam Islam sesuai
dengan petunjuk al-Qur’an dan Hadits mulai  periode awal Islam
hingga sampai saat ini.
Hubungannya dengan pengelolaan wakaf di indonesia,
pemerintah telah beberapa kali membuat regulasi tentang pengelolaan
wakaf dengan menselaraskan cita-cita dan tujuan   hukum dan negara
kesatuan Rebublik Indonesia  adalah untuk mewujudkan dan
memajukan kesejahtreaan umum.  Untuk mencapai tujuan,  maka
perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam
lembaga keagamaan yang memiliki nilai ekonomi seperti halnya harta
benda wakaf.
Oleh karena itu setelah indonesia merdeka, maka pada tahun
1949 Pemerintah telah dapat menetapkan Peraturan Pemerintah
mengenai peraturan wakaf secara umum dikhususkan pengaturannya
kepada tanah wakaf. Pada Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1949
pasal 33 dijelaskan bahwa: “Pemerintah berkewajiban menyelidiki,
menentukan, mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan wakaf si
wakif”8
Akan tetapi apabila kita memperhatikan dan mencermati secara
mendalam dari Peraturan Pemerintah maupun undang-undang yang
ada saat itu, maka dapat dikatakan bahwa  peraturan tersebut masih
terdapat banyak kekurangan dalam artian banyak hal yang berkaitan
perihal wakaf itu sendiri yang belum tersentuh dalam peraturan
tersebut. Untuk melengkapi dari kekurangan peraturan perundang-
undangan yang ada, maka pemerintah Republik Indonesia
mengeluarkan undang-undang yang baru yaitu UU No 41 Tahun 2004
yang berkaitan dengan perwakafan di Indonesia. Undang-Undang
tersebut secara rinci menjelaskan tentang tata cara pendaftaran harta
wakaf,   hak dan kewajiban pengelola harta wakaf, pola
pengembangan harta benda wakaf dan organisasi wakaf di indonesia.
Menurut Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag menjelaskan bahwa ada
beberapa peraturan tentang  wakaf pernah dikeluarkan pemerintah
Republik Indonesia antara lain: UU No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, khususnya pasal 5, 14 (1), dan
8 Abdul Halim , Hukum Perwakafan di Indonesia, (Cet  I; Ciputat Press : Jakarta,
2005), h. 95
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49, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik,
Peraturan Menteri No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan
PP No. 28 Tahun 1977, Intruksi Bersama Menag RI dan Kepala BPN
No. 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf, Badan Pertanahan
Nasional No. 630.1-2782 tantang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah
Wakaf, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, SK Direktorat BI No.
32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
(pasal 29 ayat 2 berbunyi: bank dapat bertindak sebagai lembaga
Baitul Mal, yaitu menerim dana yang berasal dari zakat, infaq,
shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya
kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman
kebajikan [qard al-hasan]), SK Direktorat BI No. 32/36/KEP/DIR
tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (pasal
28 berbunyi: BPRS dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu
menerim dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah,
atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak
dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan [qard al-hasan) 9
Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut, maka umat
Islam di negeri ini dapat terbantu dalam  mengelola dan
mendistribusikan hartanya kepada badan atau lembaga  pengelola
wakaf, karena pada prinsipnya  peraturan pemerintah ini menegaskan
perlunya mekanisme pengelolaan harta wakaf yang profesional dan
juga menekankan perlunya  setiap aktifitas wakaf agar memenuhi
syarat legal formal. Hal ini sangat penting karena  untuk menghindari
terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan  yang dapat berakibat
fatal dalam pengelolaan harta wakaf  kaum muslimin yang pada
akhirnya akan  merugikan semua pihak.
C. Strategi Pengelolaan/Pemberdayaan harta wakaf yang
Produktif dan Profesional
Pengelolaan harta wakaf yang profesional hanya dapat
terlaksana dengan maksimal apabila didukung dengan ketersediaan
sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan pemahaman
yang mapan tentang wakaf itu sendiri. Bagi kaum Muslimin yang
ingin mewakafkan hartanya di jalan Allah agar tetap terpeliharanya
pokok hartanya dan memiliki nilai manfaat dan pahalanya terus
mengalir pahalanya kepada orang yang mewakafkan, maka peran ini
sangat ditentukan oleh para Nazhir dalam mengelola harta wakaf
tersebut sehingga peruntukannya tetap terpelihara.
9http://www.pengelolaan wakaf , Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, 1 Maret 2011
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Dengan karakteristiknya yang khas, wakaf memerlukan
manajemen tersendiri dalam lembaga Baitul Mal. Baitul Mal harus
menjaga eksistensi harta wakaf dari keselarasannya dengan niat wakaf
dari wakif. Sehingga dalam konteks perekonomian kontemporer yang
tidak (belum) menjadikan Baitul Mal sebagai intitusi negara,
diperlukan modifikasi institusi dalam pengelolaan wakaf tersebut.10
Untuk konteks Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus
akan mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional itu berupa
Badan Wakaf Indonesia (BWI), tugas dari lembaga ini adalah
mengkoordinir nadzhir-nazhir (pembina) yang sudah ada dan atau
mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan
kepadanya khusunya wakaf tunai, sedangkan wakaf yang ada dan
sudah berjalan ditengah-tengah masyarakat dalam bentuk wakaf benda
tidak bergerak, maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan
pengamanan dan dalam hal benda wakaf yang mempunyai nilai
produktif  perlu didorong untuk untuk dilakukan pengelolaan yang
bersifat produktif . Hasil dari pengembangan wakaf yang dikelola
secara profesional dan amanah oleh lembaga-lembaga kenazhiran dan
BWI sendiri kemudian dipergunakan secara optimal untuk keperluan
sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan
rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat dan bantuan
atau pengembangan sarana prasarana ibadah.11
Berdasarkan  UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf
menyebutkan bahwa Nazhir atau badan pengelola harta wakaf baik
perseorangan maupun organisasi ataupun   badan hukum harus
memenuhi persyaratan. Untuk nazhir perseorangan syaratnya adalah :
-Warga negara Indonesia, -Beragama Islam, -Dewasa, -Amanah, -
Mampu secara jasmani dan rohani dan tidak terhalang melakukan
perbuatan hukum. Sedangkan organisasi  yang dapat menjadi Nazhir
apabila  memenuhi persyaratan antara lain: a). Pengurus organisasi
yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). b. Organisasi yang bergerak
dibidang sosial, pendidikan , kemasyarakatan . c. Dan keagamaan
Islam. Untuk badan hukum hanya dapat menjadi nazhir apabila
memenuhi syarat seperti yang dijelaskan sebelumnya dan
ditambahkan syarat lain yakni badan hukum Indonesia yang dibentuk
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.12
10 Ahmad Djunaidi danThobieb Al- Asyhar, Op. Cit,., h. 94
11Ibid., h. 95
12 Selengkapnya lihat UU No 41 tahun 2004
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Setidaknya, peraturan perundangan perwaafan (UU dan PP
Wakaf) memiliki substansi antara lain:
Pertama, Benda yang diwakafkan (mauquf bih). Dalam PP
wakaf sebelumnya hanya menyangkut perwakafan benda tak bergerak
yang lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan yang tidak
produktif, seperti masjid, madrasa, kuburan, yayasan yatim piatu,
pesantren dan sebagainya. Sedangkan UU dan PP wakaf ini mengatur
juga benda wakaf yang bergerak, seperti uang (cash Waqf), saham,
surat-surat berharga lainnya dan hak intelektual. Wakaf uang, saham
atau surat berharga lainnya sebagaimana yang diatur dalam undang-
undang wakaf ini bukan untuk dibelanjakan secara konsumtif karena
menyalahi konsep dasar karena esensi dari waqaf tunai adalah dapat
dikelola secara produktif dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan
umat.13
Kedua, Persyaratan nazhir (pengelola harta wakaf)
disempurnakan dengan pembenahan manajemen kenazhiran secara
profesional seperti, amanah, memiliki pengetahuan mengenai wakaf,
berpengalaman dibdang manajemmen keuangan, kemampuan dan
kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugas nazhir.
Penambahan persyaratan nazhir ini diharapkan dapat memaksimalkan
pengembangan potensi wakaf yang ada, dan pembatasan masa kerja
nazhir. Kalau aturan perundangan sebelumnya tidak mengatur tentang
masa kerja nazhir. Dalam PP wakaf ini menjadfi point penting agar
nazhir bisa dipantau kinerjanya melalui tahapan-tahapanperiodik
untuk mmenghindari penyelewengan dan atau pengabaian tugas-tugas
kenazhiran. Nazhir dapat menerima hak pengelolaan 10 % dari hasil
bersih pengelolaan dan pengembangan benda wakaf. 14
Ketiga, Menekankan pentingnya pembentukan sebuah lembaga
wakaf atau badan wakaf Indonesia yang bertujan melakukan
pembinaan terhadap  nazhir nazhir. Dalam UU atau PP ini juga
mencantumkan adanya ketentuan pidana dan sanksi administrasi yang
ditujukan kepada para pihak yang dengan sengaja menyalah gunakan
harta wakaf, sedangkan sanksi administrasi  akan dikenakan kepada
lembaga keuangan syari’ah dan pejabat pembuat akta Ikrar Wakaf
yang melanggar dalam maslah pendaftaran benda wakaf.15
Apabila para pengelola atau para Nadzir harta benda wakaf telah
memenuhi standar kualifikasi sebagaiamana yang disebutkan di atas,
13 Ahmad Djunaidi danThobieb Al- Asyhar, Op. Cit,., h. 91
14 Ibid., h. 92
15 Ibid., h. 93
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maka pengelolaan harta wakaf tentu akan bisa berkembang dengan
baik. Dengan pengelola yang demikian, harta wakaf juga dapat
diberdayakan dengan baik dan maksimal sebagaimana diharapkan
bersama. Pemberdayaan harta wakaf tersebut dapat dilakukan dengan
mengupayakannya sedemikian rupa sehingga harta wakaf dapat
dijadikan sebagai:
 Aset yang menghasilkan produk barang atau jasa. Tentu ini
memerlukan perencanaan yang matang, termasuk bentuk dan
kemungkinan pengembangan serta tantangan dan hambatannya.
 Aset yang berbentuk investasi usaha. Artinya ketika pengelola
telah dapat mengumpulkan keuntngan dari pengelolaan harta
wakaf, maka keuntungan yang berupa uang tersebut dapat
diinvestasikan dalam bentuk musyarakah maupun mudlarabah
kepada lembaga keuangan syariah yang kredibel maupun
pengusaha dan pihak-pihak lain yang amanah dan professional.
Pada intinya agar pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana
tersebut dapat diberdayakan dan dikembangkan secara maksimal,
perlu dirumuskan strategi yang jitu dan mungkin dilakukan. Strategi
tersebut dapat berupa:
1. Jalinan kemitraan yang harmonis dengan berbagai pihak,
misalnya:
 Investasi perorangan
 Lembaga Investasi usaha non bank
 Lembaga perbankan syariah
 Lembaga perbankan Internasioanl
 Lembaga Keuangan dengan system BOT (Build of Transfer)
 Lembaga Penjamin syariah
 Lembaga Swadaya Masyarakat, dll.
2. Realisasi muatan dan isi undang-undang Wakaf, terutama tentang
Badan Wakaf Indonesia dengan segala kelengkapannya,
dukungan pemerintah dalam hal pendanaan terhadap
operasionalisasi BWI, realisasi fungsi dan peruntukan harta
wakaf, serta pengelolaannya secara professional. 16
Walaupun dalam kitab-kitab fiqhi klasik tidak ada ketentuan
atau yang berhak mengangkat atau menunjuk nazhir, atas dasar
pertimbangan kemaslahatan harta wakaf, maka penentuan nazhir harus
benar-benar memenuhi syarat-syarat yang dapat mengelola dan
mengembangkan harta wakaf serta mampu mendistribusikannya
16 Prof. Dr. H. Muhibbin, Op, Cit., 1 Maret 2011
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supaya harta wakaf memiliki nilai manfaat bagi kehidupan dan
kemaslahatan umat dan harta wakaf mempunyai tingkat  produktifas
yang dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu kehadiran nazhir yang
profesional adalah nazhir yang  amanah (terpercaya) yang memiliki
skill/keahlian  dan keterampilan, adalah kunci keberhasilan dari
pengelolaan harta wakaf.
D. Pemanfaatan Wakaf Tunai
Wakaf Tunai dapat didefiniskan sebagai penyerahan asset wakaf
berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan
untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi dan ataupun
menghilangkan jumlah pokoknya. Wakaf Tunai juga  adalah wakaf
yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan
hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk kedalam pengertian uang
adalah surat-surat berharga. Di Indonesia Wakaf Tunai atau wakaf
uang merupakan sesuatu yang baru dalam bidang perwakafan
walaupun sesunggunhnya praktek Wakaf Tunai  telah dikenal sejak
abad kedua hijriah.
Salah satu cara untuk mengakhiri dari berbagai ketertinggalan
dan  keterbelakangan dari berbagai aspek misalnya ekonomi,
pendidikan, kesehatan, maka kehadiran Wakaf Tunai adalah
merupakan salah satu solusi yang sangat tepat bagi kaum Muslimin
tanpa harus melihat latar belakang seseorang  dan status sosial
lainnya, baik si kaya maupun si miskin memiliki peluang yang sama
untuk menunaikan ibadah wakaf tersebut.
Prof. M.A. Mannan, menawarkan gagasannya melalui konsep
cash-waqf atau Wakaf Tunai. Dalam konsep Wakaf Tunai tersebut
wakaf dapat menjadi sumber dana tunai. Konsep ini memungkinkan
paling tidak dua hal. Pertama, wakif tidak perlu memerlukan jumlah
uang yang besar untuk dibelikan tanah. Wakaf dapat diberikan dengan
satuan-satuan yang lebih kecil. misalnya di Indonesia sebuah sertifikat
wakaf yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga wakaf resmi dapat
dibayar menurut satuan Rp. 5000,- misalnya ini memungkinkan
partisipasi atau memperluas jumlah wakif. Kedua, bentuk wakaf bisa
berwujud harta lancar yang penggunaannya sangat fleksibel, sehingga
harta wakaf bisa menjadi modal finansial yang disimpan di bank-bank
atau lembaga keuangan. Wakaf bisa juga berbentuk saham
perusahaan. Jadi seorang pengusaha bisa mewakafkan berupa saham
atau surt-surat berharga lainnya.17
17 Ahmad Djunaidi danThobieb Al- Asyhar, Op. Cit,., h. 71
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Wakaf Tunai ini dimaksudkan sebagai instrumen pemberdayaan
keluarga kaya dalam memupuk investasi sosial sekaligus mewujudkan
kesejahteraan sosial. Wakaf Tunai membuka peluang yang unik bagi
penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, sosial.
Tabungan dari warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan
melalui Setifikat Wakaf Tunai. Sedangkan pendapatan yang diperoleh
dari pengelolaan wakaf dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang
berbeda seperti pemeliharaan harta wakaf itu sendiri. Wakaf Tunai
dapat berperan sebagai suplemen bagi bagi pendanaan berbagai
macam proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank Islam
sehingga dapat berupa menjadi Bank Wakaf.18
Wakaf Tunai sebagai instrumen keuangan sungguh merupakan
produk baru dalam sejarah Perbankan Islam. Pemanfaatan Wakaf
Tunai dapat dibagi menjadi dua, yakni untuk pengadaan barang
privatdan barang sosial. Dengan demikian keberadaan Wakaf Tunai
ini akan membuka peluang untuk dilakukannya analisa ekonomi
berkenaan dengan alokasi sumber daya dalam kerangka keuangan
negara.19
Dengan ikut serta dalam program Wakaf Tunai, maka seseorang
telah memberikan kontribusi tidak hanya bagi pengembangan
operasionalisasi social capital market, tetapi juga dibidang investasi
sosial permanen. Karena deposit Wakaf Tunai hanya dilakukan sekali
saja, maka bank dapat menginvestasikannya dalam berbagai bentuk
investasi baik yang bersifat jangka pendek, menengah dan panjang
sebagaimana ditunjukkan di bawah ini:
1. Investasi jangka Pendek: Kredit mikro dan investasi perusahaan kecil
untuk penghapusan kemiskinan dan pemberdayaan keluarga, dll
2. Investasi jangka menengah: Industri kerajinan, industri tenun, industri
garmen, pemukiman, dll
3. Investasi jangka panjang: berbagai industri berat untuk mendapatkan
pekerjaan dan oleh karenanya dapat memberikan kontribusi terhadap
perkembangan masyarakat.20
E. Penutup
Wakaf adalah merupakan perbuatan hukum yang suci dan mulia,
sebagai sedekah jariyah yang pahalanya terus menerus mengalir
walaupun yang berwakaf telah meninggal dunia. Untuk itu menjaga
dan mengekalkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya adalah
18 Ibid., h.  104-105
19 M.A. Mannan, Op. Cit., h. 23
20 Ibid., h. 41
126
tugas dan kewajiban bagi kaum muslimin pada umumnya dan nazhir
pada khususnya. Oleh karenanya  dibutuhkan tekad dan keinginnan
yang kuat dengan mengedepankan nilai-nilai kejujuran, amanah dan
keahlian baik dari aspek keilmuan maupun  aspek manajerial tentang
pengelolaan wakaf  yang produktif dan Profesional.
Wakaf Tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan
investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan sosial. Tabungan dari
warga yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui
Setifikat Wakaf Tunai. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari
pengelolaan wakaf dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang
berbeda seperti pemeliharaan harta wakaf itu sendiri.
Dengan adanya sertfikat Wakaf Tunai berarti memberi
kesempatan atau membuka ruang bagi seluruh umat Islam dapat
menunaikan ibadah wakaf karena besaran yang dikeluarkan oleh
lembaga penerbit sertifikat wakaf Tunai cenderung dapat dijangkau
oleh seluruh lapisan masyarakat, dan sekaligus merubah paradigma
saat ini bahwa yang hanya bisa berwakaf adalah orang-orang kaya
saja.
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